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ABSTRAK  

Hafiz Anshari. 2020. Implementasi Undang–Undang nomer 8 tahun 2016 

tentang penyandang Disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi 

penyandang disabiltas di KUA kota Banjarmasin Skripsi, Jurusan Hukum 

Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. 

Rusdiah, MHI (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI. 

 

 Kata Kunci: Implementasi, Undang–undang disabilitas Perkawinan 

disabilitas.  

 Penelitian ini dilatarbelakangai keinginan untuk mengamati proses 

perkawinan bagi penyandang disabilitas, melihat pemenuhan hak–hak 

penyandang disabilitas dan ada undang undang yang mengaturnya tapi belum ada 

atu ran pelaksanan atau Standar Operasional Prosuder perkawinan bagi 

penyandang disabilitas. Belum terpenuhi nya hak – hak penyandang disabilitas 

dalam bidang perkawinan, padahal di dalam konstitusi dan undang – undang 

nomor 8 tahun 2016 hal itu sudah termaktub. Oleh karena itu penulis merasa perlu 

untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan ini, serta mengkaji lebih dalam 

tentang implementasi undang – undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang 

disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dan kendala 

apa saja yang di hadapi, selain itu juga untuk mengetahui alasan dan dasar 

hukumnya. 

 Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan 

teknik wawancara terstruktur (interview), dengan sumber data yaitu Kepala KUA 

di 5 kecamatan di kota banjarmasin, penelitian ini menghasilkan temuan berikut: 

Pertama, Implementasi Undang–Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi penyandang disabilitas di 

KUA Kota Banjarmasin ialah setiap individu termasuk bagi penyandang 

disabilitas sudah semestinya mendapatkan perlakuan serta perlindungan dalam 

melaksanakan perkawinan termasuk serta yang dimaksud perkawinan yang sah. 

Yakni perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat menurut fiqih serta terpenuhi 

syarat dan ketentuan administrasi pemerintah. 

Kedua, Kendala dalam Pengimplementasian Undang–Undang No 8 tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi 

penyandang disabilitas di KUA Kota Banjarmasin. Pelaksanaan perkawinan bagi 

penyandang disabilitas belum ada pedoman secara khusus dan fasilitas penunjang 

dalam perkawinan 

Ketiga, Dampak terhadap tidak ada peraturan pelaksana terhadap Pelaksanaan 

Perkawinan bagi penyandang disabilitas ialah Untuk memberikan kepastian dalam 

pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas, pemerintah dalam hal ini 

kementrian agama bisa mempersiapkan terkait pedoman khusus dalam 
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pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Hal ini sebagai mana 

diamanatkan dalam Pasal 152 Undang–undang No 8 tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


